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ABSTRAK
Sandunaez. Rizky Zikri. (17043152/2017). Respon Pemerintah Daerah
Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015
Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui respon pemda
kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015
terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran
2019-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh website resmi pemda
kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang berjumlah 11 (sebelas). Teknik
pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik
penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai
sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data dan
informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada website resmi
pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Teknik analisa data yang

digunakan adalah teknik content analysis atau analisis isi.

Penelitian ini menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan
Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berbeda dengan penelitian terdahulu yang
mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae
(2016). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan

penelitian ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan



observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi
rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian
menunjukkan rata-rata indeks keterbukaan pemerintah kabupaten/kota se-
Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 sebesar 11,80% dan untuk tahun
anggaran 2020 sebesar 8,93%. Sementara untuk tingkat dan kategori
keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah se-Provinsi Jambi pada
tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran 2020 menunjukkan seluruh

pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup

(Insufficient).

Kata kunci : Keterbukaan Informasi; Pengelolaan Keuangan Daerah;

Transparansi
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ABSTRACT
Sandunaez. Rizky Zikri. (17043152/2017). Respon Pemerintah Daerah
Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015
Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

This study aims to determine the response of district and city
governments throughout Jambi Province to Presidential Instruction No. 7 of
2015 regarding transparency in the management of regional financial
information for the 2019-2020 fiscal year. The population in this study were
all 11 (eleven) official websites of district and city governments throughout
Jambi Province. The sampling technique used was saturated sampling
technique, which is a sampling technique that uses all members of the
population as a sample. The data used is secondary data in the form of data
and information on regional financial management found on the official

website of district and city governments throughout Jambi Province.

This study uses 12 indicators requested based on Presidential
Instruction Number 7 of 2015, different from previous research which
measured using 29 indicators designed by Huwae (2016). Future research is
expected to be able to continue research into more detailed domains, such as
conducting interviews and observations to find out the factors that cause the

high and low levels of transparency in regional financial management. The

il



results of the study show that the average openness index of district/city
governments throughout Jambi Province in the 2019 budget year is 11.80%
and for the 2020 fiscal year it is 8.93%. Meanwhile, for the level and category
of information disclosure on regional financial management throughout Jambi
Province in the 2019 and 2020 fiscal years, it shows that all local

governments are included in the Insufficient level of budget disclosure.

Keywords : Information Disclosure; Regional Financial Management;

Transparency
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai badan publik yang menerima dana
APBN dan APBD berkewajiban melakukan Transparansi Pengelolaan
Anggaran Daerah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan
Anggaran Daerah, dan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Regulasi-regulasi tersebut
merupakan aksi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan
daerah yang kemudian akan bermuara pada pelayanan kepada masyarakat
yang maksimal dan dapat memperkuat kebijakan dari tindak pidana atas
kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang selama ini

terjadi.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2015 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kebijakan tersebut
dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan
transparansi mereka (Syamsul, 2020). Selanjutnya, regulasi ini ditujukan
kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah itu dengan
harapan pemerintah daerah dapat menyediakan informasi pengelolaan
keuangan daerah yaitu 12 (dua belas) dokumen yang harus dipublikasikan

pada masing-masing website pemerintah daerah.



Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik
mempunyai kewajiban diantaranya yaitu menyediakan, memberikan,
dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan, dan membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian pemerintah
mempertegas lagi transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan
menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012
tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)
yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content

TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya regulasi-regulasi transparansi di monitoring
oleh Komisi Informasi. Namun dari laporan hasil monitoring informasi
beberapa tahun terakhir (2020, 2021) (www.komisiinformasi.go.id).
Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) belum mendapat perhatian yang
cukup dari komisi informasi. Laporan hasil monitoring komisi informasi
baru menyentuh pada level provinsi. Keberadaan komisi informasi yang
tidak merata disetiap kabupaten dan kota, menyebabkan monitoring
terhadap transparansi kabupaten dan kota belum dijalankan sebagaimana
diharapkan regulasi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat pada tahun

2019 baru Kabupaten dan Kota Cirebon yang telah membentuk Komisi



Informasi. Sedangkan 25 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat masih

belum terbentuk.

Hasil dari laporan komisi informasi www.komisiinformasi.go.id
(2021), dari 34 provinsi yang dimonitor hanya 10 yang mencapai kategori
informatif, 11 menuju informatif dan 10 lagi cukup informatif. Sementara
masih ada 3 provinsi lagi yang tidak informatif. Padahal sebenarnya dalam
Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik yang dengan sengaja
tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan
Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik
yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas
dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah).

Namun nyatanya dengan adanya regulasi-regulasi, sanksi dan
denda teserbut belum bisa membuat pemerintah daerah untuk bersifat
transparan akan informasi pengelolaan keuangan mereka. Sehingga
kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pula dengan kondisi
transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten

dan kota lainnya setelah tiga belas tahun dikeluarkannya Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 2008 atau enam tahun setelah dikeluarkannya Inpres

Nomor 7 Tahun 2015.

Hal ini masih sangat relevan dan penting untuk dibahas, karena
transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal yang
penting menciptakan pemerintahan yang bersih. Transparansi pemerintah
kepada publik akan memungkinkan masyarakat mengetahui perencanaan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang
dikelolanya. Menurut Salle (2016) akses informasi yang mudah akan
melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, sehingga  penyelenggaraan  negara  semakin  dapat
dipertanggungjawabkan dan akan dianggap lebih terpercaya dibanding

pemerintah yang relatif tertutup.

Adriana (2017) menyatakan rendahnya kepatuhan pemerintahan
kabupaten dan kota melaksanakan transparansi karena tidak dilakukannya
pengukuran dan penilaian oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan
bahwa masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah
merupakan sebuah rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada

masyarakat.

Selain itu sebagaimana diungkapkan oleh Insani (2017),
pemerintah daerah cenderung mengabaikan pentingnya transparansi.
Padahal menurut Bertot, Jaeger & Grimes (2010); Cucciniello, et al.

(2017); Bauhr, Czibik, Licht, Fazekas (2019); dan Puron-Cid, Reddick &



Ganapati (2019) transparansi dipandang sebagai sebuah solusi, untuk
mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi, meningkatkan kinerja
keuangan, dan mendorong kepercayaan yang lebih besar kepada

pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang
telah diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
menjelaskan bahwa pemerintah dalam memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang undangan. Menurut Salle (2016) definisi ini
menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan
informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa
pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada

publik.

Maka dari itu untuk menanggulangi masalah transparansi tersebut,
teori agensi dianggap sebagai salah satu solusinya karena teori ini
menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pemerintah selaku agent
yang memberikan informasi kepada rakyat selaku principal. Sehingga
menurut Alwahidi & Darwanis (2019) teori agensi dianggap dapat
memahami dan memecahkan permasalahan yang terjadi ketika pemerintah

memberikan informasi yang tidak lengkap kepada rakyat. Ketika rakyat



mengoptimalkan pengawasan mereka dan mendapatkan data yang relevan
dari pemerintah, maka asimetri informasi pun dapat dikurangi (Adriana &

Ritonga, 2018).

Beberapa penelitian transparansi pengelolaan keuangan daerah
yang telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015,
antara lain Suwarsih & Ritonga (2017) di pulau Sumatera, Adriana (2017)
di pulau Jawa, Farida (2017) di pulau Papua, Insani (2017) di pulau
Sulawesi, Ritonga & Prihatin (2017) di pulau Kalimantan, Ritonga &
Rokhimah (2017) di Provinsi Maluku & Maluku Utara, Setyaningrum
(2017) di Provinsi Bali, NTB & NTT, dan Nurhadianto & Khamisah
(2019) di Provinsi Lampung, Syamsul (2020) di kabupaten/kota seluruh

Indonesia, menunjukan hasil kualifikasi keterbukaan anggaran tidak cukup

(insufficient).

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas menggunakan
data pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 dan 2016, terkecuali
untuk penelitian oleh Syamsul (2020) yang menggunakan data
pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019. Jika mengacu pada Inpres
Nomor 7 Tahun 2015 yang diterbitkan pada enam tahun yang lalu adalah
waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki transparasi suatu daerah.
Oleh karena itu, apakah pemerintah sudah patuh pada Inpres tersebut
masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Untuk itu penting melihat

kembali kemajuan dan perkembangan pemerintah daerah terhadap Inpres



tersebut dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan

untuk menentukan kebijakan monitoring oleh pihak yang berwenang.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu meliputi tiga
aspek, pertama penelitian ini berfokus pada seluruh pemerintah
kabupaten/kota Provinsi Jambi karena wilayah kabupaten/kota Provinsi
Jambi sendiri belum ada yang meneliti tentang ini. Kedua tahun anggaran
pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan data tahun
anggaran 2019 dan 2020. Ketiga, perbedaan utamanya adalah jika pada
penelitian terdahulu mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang
dirancang oleh Huwae (2016), penelitian ini hanya menggunakan 12
indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Hal ini
dikarenakan peneliti ingin melihat sejauh mana pencapaian pemda
kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun
2015 sebagai persyaratan minimal terkait transparansi dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Objek penelitian ini mengacu pada informasi pengelolaan
keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jambi
tahun anggaran 2019-2020, mengenai keseluruhan kegiatan pengelolaan
keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta
pelaporan & pertanggungjawaban dengan kriteria masing-masing tahapan
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan,

aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan.



Pemilihan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi
sebagai objek penelitian selain karena belum ditemukannya penelitian
yang sama terkait dengan judul peneliti adalah adanya fenomena
peningkatan aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi seperti informasi yang
dikutip dari www.kompas.com (2021) selama dua tahun rentang 2019-
2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 170 aduan
terkait korupsi di Provinsi Jambi. Temuan tersebut, mengindikasikan
bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi masih
rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ritonga & Syamsul
(2016) yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi termasuk ke dalam
salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah untuk
aspek perencanaan dengan skor 1 (10%), Pemprov Jambi juga termasuk ke
dalam dua puluh enam Pemprov wurutan terbawah untuk aspek
pelaksanaan, yakni dengan skor 1 (11,11%), dan untuk aspek yang terakhir
yaitu aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Pemprov Jambi termasuk
ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup
rendah dengan skor 1 (10%).

Berdasarkan fenomena dan data diatas penting dan menarik untuk
mengetahui respon terkini pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-
Provinsi Jambi dalam menanggapi Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Maka itu
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pemda kabupaten

dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait



transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-
2020, berdasarkan tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni
tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban,
dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu
pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi
Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi
pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020,
langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menghitung, melakukan
pemeringkatan dan mengategorikan indeks keterbukaan dari tiap-tiap
pemda se-Provinsi Jambi.

Indeks, peringkat dan kategori dilakukan dengan menggunakan
Open Budget Survey yang dikeluarkan International Budget Partnership
pada tahun 2015. International Budget Partnership (IBP) adalah sebuah
lembaga independen internasional yang melakukan survei keterbukaan
anggaran yang disebut Open Budget Survey (OBI). Survei ini dilakukan
untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan oleh
pemerintah di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan teknik
pengukuran yang digunakan oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang
sebelumnya diadaptasi dari penelitian Huwae (2016).

Penelitian ini berkontribusi untuk melihat respon Pemerintah

daerah Jambi, memberikan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun
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2015 dan memberikan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat
memperbaiki kepatuhan pemerintah daerah Jambi terkait transparansi

pengelolaan keuangan daerah.

. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana
perkembangan dan kemajuan transparansi pengelolaan keuangan daerah
tahun anggaran 2019-2020 pada pemda kabupaten dan kota se-Provinsi
Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berdasarkan tiga
aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan,
pelaksanaan serta pelaporan & pertanggungjawaban dengan Kkriteria
masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria
ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi
pengelolaan keuangan daerah.

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka rumusan
masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai
berikut:

1. Berapa indeks, peringkat, dan kategori transparansi pengelolaan
keuangan pada pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi tahun
anggaran 2019-20207?

2. Bagaimana kepatuhan pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi

dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengetahui indeks, peringkat, serta kategori

transparansi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi

Jambi tahun anggaran 2019-2020.

2. Untuk mengetahui perkembangan kepatuhan pemerintah daerah

kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor

7 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

diantaranya:

1.

Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang
pencapaian pemerintah dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

Bagi Pemerintah, dapat berkontribusi untuk menunjukkan tingkat
transparansi pengelolaan keuangan daerah. Serta sebagai pedoman
untuk membuat kebijakan seperti, pemberian sanksi bagi pelanggar
regulasi-regulasi terkait transparansi dan pembentukan komisi
informasi untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Inpres

Nomor 7 Tahun 2015.

Bagi Pembaca & Peneliti Selanjutnya, dapat meningkatkan wawasan
pembaca dan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk

peneliti selanjutnya.



